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ABSTRAK 

Penanganan pengungsi di Indonesia merupakan kebijakan pemerintah Indonesia 

yang berdasarkan atas alasan kemanusiaan. Meskipun Indonesia bukan negara yang 

meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi,  Indonesia tetap 

menangani kasus pengungsi yang masuk ke Indonesia. Hadirnya beragam ancaman 

terhadap keamanan nasional dan ekonomi yang diciptakan pengungsi juga tidak 

menghentikan niat Indonesia dalam menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia. 

Alasan kemanusiaan tentu merupakan alasan yang kurang rasional jika menimbang 

dari sisi keamanan nasional maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menganalisa kepentingan apa saja yang ingin diwujudkan 

oleh pemerintah dari penanganan isu pengungsi di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Thomas W. 

Robinson dengan menganalisis apakah kebijakan kebijakan yang diterapkan 

pemerintah Indonesia memenuhi definisi kepentingan nasional  Primary, 

Secondary, Permanent, Variable, General, dan Specific Interest dan kepentingan 

internasional identical, complimentary, dan Conflicting Interest. Penelitian ini akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan 

bersifat deskriptif analitis. Dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia, 

pemerintah Indonesia memiliki kepentingan kepentingan lain yang dibagi kedalam 

2 bagian yaitu Kepentingan Domestik dan Kepentingan Internasional. Kepentingan 

tersebut mencakup kepentingan ideologis, kepentingan keamanan nasional, 

kepentingan ekonomi, serta kepentingan politik dan diplomasi sebagai hasil dari 

penelitian ini. 
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ABSTRACT 

The handling of refugees in Indonesia is a policy of the Indonesian government that 

based on humanitarian reason. Although Indonesia is not a country that has ratified 

the 1951 convention and 1967 protocol on refugees, Indonesia continues to handle 

cases of refugees in Indonesia. The presence of various threats to national security 

and economy created by refugees has not deterred Indonesia from accepting 

refugees entering the country. Humanitarian reasons are certainly irrational when 

considered from the perspective of national security and the economy. Furthermore 

on that case, this study aims to analyze what kind of interests that the government 

willing to achieve through the handling of refugee issues in Indonesia. This research 

uses the theory of national interest developed by Thomas W. Robinson to analyze 

whether the policies implemented by the Indonesian government meet the 

definition of national interests: Primary, Secondary, Permanent, Variable, General, 

and Specific Interests, and also international interests: Identical, Complementary, 

and Conflicting Interests. This study will employ a qualitative research method, 

specifically a literature review, and will be descriptive-analytical in nature. In 

handling refugee issues in Indonesia, the Indonesian government has other interests 

that are divided into two section, namely domestic interests and international 

interests. These interests include ideological interests, national security interests, 

economic interests, domestic moral interests, political and diplomatic interests, and 

global moral interests, as the result by this research. 

 

Keywords: National interests, International interests, Policy,  Refugee issues, 

Threats. 


